
 

BUPATI KUTAI BARAT 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT 

NOMOR 31 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
ORGANISASI DAN TATA KERJA  

KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KUTAI BARAT, 

 
Menimbang  :  a.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan 

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan 
Kelurahan Kabupaten Kutai Barat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai 
Barat. 

Mengingat  :   1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 

malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai 
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 

tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, 
Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, 
Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3962); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan   
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5494); 

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 

183). 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN 

TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN 
KABUPATEN KUTAI BARAT. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD 

dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten Kutai Barat. 

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan 
tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari 

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan 
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

7. Kampung adalah sebutan Desa dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat 
yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 
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8. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk 

membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. 

9. Urusan adalah urusan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang 

merupakan hak dan kekuasaan Pemerintah Kabupaten untuk 
menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kutai Barat. 

10. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural. 
 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 2 

 
(1) Kecamatan merupakan unsur penyelenggara dalam rangka 

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 
publik, dan pemberdayaan masyarakat kampung/kelurahan dan 

melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk 
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah kabupaten. 

(2) Kecamatan dipimpin oleh Camat dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 
Pasal 3 

 
(1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk 

membantu atau melaksanakan sebagaian tugas camat. 

(2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah dan bertanggung jawab kepada 
Camat. 

 
Bagian Kedua 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 4 
 

(1) Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan tugas 
dari Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah kabupaten. 

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan 

kepada Camat dan diatur dalam Keputusan Bupati. 

(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan 
tugas meliputi: 

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 
ketertiban umum; 

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Bupati; 

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum; 

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan; 
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g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kampung 

dan/atau kelurahan; 

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan 
Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan 

perundang-undangan. 
 

Pasal 5 
 

(1) Lurah dalam pelaksanaan tugasnya membantu atau melaksanakan 
sebagian  tugas camat. 

(2) Selain tugas dimaksud pada ayat (1)  Lurah  mempunyai  tugas yang 

meliputi: 

a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; 

b. melakukan pemberdayaan masyarakat; 

c. melaksanakan pelayanan masyarakat; 

d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; 

e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan 

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 6 
 

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari: 

a. Camat; 

b. Sekretariat, membawahkan:   

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan. 

c. Seksi Pemerintahan; 

d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 

e. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan; 

f. Seksi Pelayanan Umum; dan 

g. Seksi Pendidikan dan Kesehatan. 
 

Pasal 7 
 

Susunan organisasi Kelurahan  terdiri dari : 

a. Lurah; 

b. Sekretaris Lurah; 

c. Seksi Pemerintahan; 

d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan 

e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. 
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Pasal 8 

 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten 

Kutai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisakan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
BAB IV 

TATA KERJA 

Pasal 9 
 

Dalam rangka melaksanakan tugas Kecamatan dan Kelurahan wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi 
baik dalam lingkungan masing-masing maupun satuan organisasi di 
lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar 

pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing. 
 

Pasal 10 
 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahannya. 

 
Pasal 11 

 
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk 
kepada bawahan. 

 
Pasal 12 

 
(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan, setiap pimpinan 

satuan kerja wajib mengadakan rapat kerja berkala. 

(2) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengawasi bawahannya dan 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi 

penyimpangan. 
 

BAB V 
KEPEGAWAIAN 

Bagian Kesatu 
Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 13 
 

Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Sub 

Bagian dan Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas 
usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 
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Bagian Kedua 

Jabatan Perangkat Daerah 

Pasal 14 

 
(1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan 

administrator. 

(2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau 
jabatan administrator. 

(3) Lurah dan Kepala Seksi Kecamatan merupakan jabatan struktural 
eselon IVa atau jabatan pengawas. 

(4) Sekretaris Lurah, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan dan Kepala 
Seksi Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb atau 
jabatan pengawas. 

 
BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 15 

 
Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Kutai Barat. 
 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Kutai Barat. 
 

Ditetapkan di  Sendawar, 
pada tanggal, 8 Desember 2016. 

 

BUPATI KUTAI BARAT, 
 

 
 ttd 

 
             FX. YAPAN 

 

Diundangkan di Sendawar, 
pada tanggal, 8 Desember 2016. 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, 

 
 
 ttd 

 
                           AMINUDDIN 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 31. 

Nama Jabatan Paraf 

Bastiar, S.H., M.Si. Kasubbag Kumdang  

Jannes Hutajulu, S.H., M.Si. Kabag Hukum  

Drs. Suhardani Neri 
Kabag Organisasi 
& Tata Laksana 

 

Drs. Gabriel Oktavianus, MM Ass. III  

Drs. Aminuddin, M.Si. Sekda  

H. Edyanto Arkan, S.E. Wakil Bupati  

 


